BALAI VETERINER MEDAN

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

C.L1.i Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Balai Veteriner Medan berkomitmen mendukung penerapan transparansi, akuntabilitas, dan
integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan kewajiban Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat/pegawai yang waijib lapor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan LHKPN dilaksanakan secara berkala dan disampaikan melalui mekanisme yang
telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).

Dokumentasi pelaporan LHKPN menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap keterbukaan
informasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Veteriner
Medan. Pelaksanaan kewajiban tersebut juga mencerminkan komitmen Balai dalam
membangun Zona Integritas (ZI) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut nama pelapor LHKPN Tahun 2025 :

No Nama Jabatan

1 | drh. Arif Hukmi Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran
2 | Rinawati Setianingrum,S.Pt,M.Sc Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM)

3 | drh. Ruben Hasiholan Panggabean,M.Si | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

4 | Suhartono,S.E Bendahara Pengeluaran

5 | Amelia Astari,S.Kom,M.I.Kom Bendahara Penerimaan

6 | drh. Indichristy Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

7 | Anwar Hasan Pulungan,A.Md Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa




Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIF HUKMI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK . 406778
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.036.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/93 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 185.300.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/120 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 651.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERRIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA R DELUXE Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.275.597
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.331.575.597
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.331.575.597
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RINAWATI SETIANINGRUM
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK . 719650
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 254.000.000

1. Bangunan Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 254.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.900.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp.
900.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G M/T Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

4. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 241.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 850.937.217
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.523.237.217
. HUTANG Rp. 291.536.975
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.231.700.242
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUBEN HASIHOLAN PANGGABEAN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 1000279
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.078.639
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 335.078.639
. HUTANG Rp. 79.257.853
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 255.820.786
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUHARTONO
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1000923
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 172.000.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 172.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AMELIA ASTARI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 1000994
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 269.197.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 269.197.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.700.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
128.000.000

2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

17.700.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 396.508
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 415.293.508
. HUTANG Rp. 274.099.435
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 141.194.073
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : INDICHRISTY
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK 1991942
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 282.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/56 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 282.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.000.000
1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.791.008

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 311.791.008

. HUTANG Rp. 267.105.288

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 44.685.720
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANWAR HASAN PULUNGAN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000355
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER SPORT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.603.680
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 252.403.680
. HUTANG Rp. 789.312.757
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -536.909.077
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



KPK 2025
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



